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BAB 4

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data
tersebut diperoleh dari Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia, Jakarta Pusat. Objek pada penelitian adalah Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi di Indonesia selama enam tahun yaitu dari tahun 2012
hingga tahun 2017 yang berjumlah 204 laporan keuangan.

Pemilihan objek penelitian menggunakan purposive sampling yang
mana jika laporan keuangan tidak sesuai dengan kriteria pada purposive
sampling maka laporan keuangan tersebut tidak dapat digunakan dalam
penelitian. Berdasarkan kriteria purposive sampling, laporan keuangan yang
memenuhi kriteria berjumlah 198, dan 6 laporan keuangan tidak memenuhi
kriteria yang telah ditetapkan. Terdapat 1 provinsi tidak memenuhi kriteria
karena merupakan provinsi baru, provinsi tersebut adalah Kalimantan Utara.
Berikut provinsi yang memenuhi kriteria purposive sampling pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Daftar Nama Provinsi

No. Provinsi
1. | Aceh
2. | Bali
3. | Banten
4. | Bengkulu
5. | D.I Yogyakarta
6. | DKI Jakarta
7. | Gorontalo
8. | Jambi
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9. | Jawa Barat

10. | Jawa Tengah

11. | Jawa Timur

12. | Kalimantan Barat

13. | Kalimantan Selatan
14. | Kalimantan Tengah
15. | Kalimantan Timur
16. | Bangka Belitung

17. | Kepulauan Riau

18. | Lampung

19. | Maluku
20. | Maluku Utara
21. | Nusa Tenggara Barat
22. | Nusa Tenggara Timur

23. | Papua
24. | Papua Barat
25. | Riau

26. | Sulawesi Barat

27. | Sulawesi Selatan
28. | Sulawesi Tengah
29. | Sulawesi Tenggara
30. | Sulawesi Utara
31. | Sumatera Barat
32. | Sumatera Selatan
33. | Sumatera Utara

B. Uji Kualitas Instrumen
Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan
menggunakan analisis data panel. Terdapat 3 model yang digunakan untuk
mengolah data panel yaitu Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect.
Dari ketiga model tersebut akan dipilih salah satu yang paling baik dengan

melakukan beberapa uji. Berikut hasil dari tiga model diatas :
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1. Common Effect Model

Tabel 4.2
Hasil Model Common Effect

Variable Coefficient| Std. Error | t-Statistic Prob.
C -0.637500 | 0.238036 | -2.678170 | 0.0081
AGE 0.000550 | 0.000413 1.329432 | 0.1853
LN WEALTH 0.029016 | 0.009078 | 3.196307 | 0.0016
IGOV 0.245056 | 0.048823 | 5.019277 | 0.0000
LEV 0.182092 | 0.109060 1.669645 | 0.0966
SKPD -0.000287 | 0.000659 | -0.435485 | 0.6637
FIND 0.000268 | 0.001006 | 0.266242 | 0.7903
OPINI 0.034501 | 0.006951 | 4.963465 | 0.0000
R-squared 0.328349 | Mean dependent var 0.469141
\Adjusted R-squared 0.303604 | S.D. dependent var 0.107942
S.E. of regression 0.090078 | Akaike info criterion -1.936711
Sum squared resid 1.541678 | Schwarz criterion -1.803851
Log likelihood 199.7344 | Hannan-Quinn criter.  |-1.882934
F-statistic 13.26927 | Durbin-Watson stat 0.720545
Prob(F-statistic) 0.000000
Sumber: Olah data menggunakan Eviews
2. Model Fixed Effect
Tabel 4.3
Hasil Model Fixed Effect
Variable Coeftficient| Std. Error | t-Statistic Prob.
C -2.141679 | 0.480919 | -4.453306 | 0.0000
AGE 0.052654 | 0.003524 14.94180 | 0.0000
LN WEALTH -0.020508 | 0.020846 | -0.983775 | 0.3267
IGOV 0.135997 | 0.041167 | 3.303521 0.0012
LEV 0.022644 | 0.074493 | 0.303980 | 0.7615
SKPD -0.000285 | 0.000638 | -0.446183 | 0.6561
FIND 0.000406 | 0.000975 | 0.416239 | 0.6778
OPINI 0.005794 | 0.004971 1.165637 | 0.2455
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.842226 |Mean dependent var 0.469141
IAdjusted R-squared 0.803282 |S.D. dependent var 0.107942
S.E. of regression 0.047876 |Akaike info criterion -3.062054
Sum squared resid 0.362147 |Schwarz criterion -2.397757
Log likelihood 343.1433 |Hannan-Quinn criter. -2.793169
IF-statistic 21.62646 |Durbin-Watson stat 1.632335
Prob(F-statistic) 0.000000

Sumber: Olah data menggunakan Eviews



3. Model Random Effect

Tabel 4.4

Hasil Model Random Effect
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Variable Coefficient| Std. Error | t-Statistic Prob.

C -0.832498 | 0.140116 | -5.941484 | 0.0000

AGE 0.000581 | 0.000257 | 2.261620 | 0.0249

LN WEALTH 0.035182 | 0.005365 | 6.558114 | 0.0000

IGOV 0.284507 | 0.027689 | 10.27494 | 0.0000

LEV 0.191573 | 0.061029 | 3.139024 | 0.0020

SKPD -0.000341 | 0.000388 | -0.878601 | 0.3807

FIND -6.67E-05 | 0.000586 | -0.113750 | 0.9096

OPINI 0.036115 | 0.003855 | 9.367618 | 0.0000

Effects Specification
S.D. Rho
Cross-section random 0.012065 0.0597
Idiosyncratic random 0.047876 0.9403
Weighted Statistics
R-squared 0.371891 | Mean dependent var 0.399209
)Adjusted R-squared 0.348750 | S.D. dependent var 0.107189
S.E. of regression 0.086502 | Sum squared resid 1.421687
F-statistic 16.07074 | Durbin-Watson stat 0.792499
Prob(F-statistic) 0.000000
Unweighted Statistics

R-squared 0.323669 | Mean dependent var 0.469141
Sum squared resid 1.552420 | Durbin-Watson stat 0.725760

Sumber: Olah data menggunakan Eviews

Untuk memperoleh hasil yang terbaik maka perlu melakukan

pengujian model terbaik dengan menggunakan Uji Likelihood dan Uji

Hausman. Berikut hasil dari Uji Likelihood dan Uji Hausman:

1. Uji Likelihood

Tabel 4.5
Hasil Uji Likelihood
[Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 16.081662 | (32,158) 0.0000
Cross-section Chi-square 286.817927 32 0.0000

Sumber: Olah data menggunakan Eviews
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2. Uji Hausman

Tabel 4.6
Hasil Uji Hausman
Chi-Sq.
Test Summary Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob.
Cross-section random 437.262944 7 0.0000

Sumber: Olah data menggunakan Eviews

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan dua
uji tersebut maka dapat disimpulkan model yang terbaik adalah Fixed Effect
karena dilihat dari Cross section Chi-square dan Cross section random. Jika
nilai probabilitas < alpha 0,05 maka model Fixed Effect lebih baik dari pada
model Common Effect dan Fixed Effect. Namun menurut Judge (1980) dalam
Fadly (2011), menyatakan bahwa terdapat perbedaan mendasar untuk
menentukan pilihan antara FEM (Fixed Effect Model) dan ECM (Error
Component atau Random Effect Model), salah satunya adalah jika N besar dan
T kecil, serta jika asumsi untuk ECM terpenuhi, estimator ECM lebih efisien
dibandingkan dengan estimator FEM (Basuki dan Yuliadi (2015). Dari uraian
diatas maka penelitian ini memutuskan untuk menggunakan Random Effect

Model.

1. Uji Statistik Deskriptif
Penelitian yang dilakukan menguji beberapa variabel yaitu tingkat
pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi sebagai variabel

dependen, dan umur pemerintah, kekayaan daerah, infergovernmental
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revenue, leverage, skpd, temuan audit, dan opini audit sebagai variabel
independen. Data penelitian ini berjumlah 204 sampel namun terdapat
sampel yang tidak termasuk dalam kriteria purposive sampling sehingga
data yang digunakan sebanyak 198 sampel yang terdiri dari data laporan
keuangan 33 provinsi di Indonesia selama enam tahun.

Tabel 4.7
Hasil Uji Statistik Deskriptif

DSCLR | AGE LN _ IGOV LEV SKPD | FIND
WEALTH
Mean 0.469 58.984 28.076 0.467 0.038 | 44.025 | 10.035
Maximum 0.720 72.000 31.410 1.000 0.642 | 98.000 | 65.000
Minimum 0.220 8.000 25.480 0.104 0.000 | 28.000 | 2.000
Std. Dev. 0.108 19.770 1.244 0.184 0.060 | 10.858 | 7.554
Observations 198 198 198 198 198 198 198

Sumber: Olah data menggunakan Eviews

Keterangan:

DSCLR : Tingkat Pengungkapan LKPD
AGE : Umur Pemerintahan

LN WEALTH: Kekayaan Daerah

IGOV : Intergovernmental Revenue
LEV : Leverage

SKPD : Diferensiasi Fungsional
FIND : Temuan Audit

Tabel diatas menyajikan hasil uji deskriptif yang menjelaskan
setiap variabel mengenai mean, maximum, minimum, standar deviation,
dan observations. Mean (nilai rata-rata) adalah nilai penjumlahan dari
seluruh data dibagi dengan banyaknya data yang diolah. Maximum adalah
nilai tertinggi dari data yang telah diolah. Minimum adalah nilai terendah
dari data yang telah diolah. Standar deviation adalah akar kuadrat dari

nilai variance, dan observations adalah jumlah data yang diolah.
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Banyaknya data yang telah diolah adalah 198. Variabel tingkat
pengungkapan memiliki nilai rata-rata 0,469, nilai maksimum 0.72, nilai
minimum 0,22, dan standar deviasi sebesar 0,108. Variabel umur
pemerintahan memiliki nilai rata-rata 58,984, nilai maksimum 72,00, nilai
minimum 8,00, dan standar deviasi sebesar 19,770. Variabel kekayaan
daerah memiliki nilai rata-rata 28,076, nilai maksimum 31,41, nilai
minimum 2548, dan standar deviasi sebesar 1,244. Variabel
intergovernmental revenue memiliki nilai rata-rata 0,467, nilai maksimum
1,00, nilai minimum 0,104, dan standar deviasi sebesar 0,184. Variabel
leverage memiliki nilai rata-rata 0,038, nilai maksimum 0,642, nilai
minimum 0,00, dan standar deviasi sebesar 0,060. Variabel skpd memiliki
nilai rata-rata 44,025, nilai maksimum 98,00 , nilai minimum 28,00, dan
standar deviasi sebesar 10,858. Variabel temuan audit memiliki nilai rata-
rata 10.035, nilai maksimum 65,00 , nilai minimum 2,00, dan standar
deviasi sebesar 7,553784.

Variabel opini audit menggunakan sistem peringkat. Peringkat 1
untuk opini TMP, peringkat 2 untuk opini TW, peringkat 3 untuk opini
WDP, peringkat 4 untuk opini WTPDP, dan peringkat 5 untuk opini WTP.
Opini TMP berjumlah 8, opini TW berjumlah 0, opini WDP berjumlah 42,

opini WTPDP berjumlah 24, dan opini WTP berjumlah 124.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas
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Uji normalitas merupakan uji yang berguna untuk mengetahui
apakah model regresi, variable terkait, dan variabel bebas memiliki
distribusi data yang normal. Pengujian ini menggunakan uji Jarque
Bera dengan melihat hasil nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas >
0,05 maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal. Hasil pengujian

data dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.8
Hasil Uji Normalitas

Mean 3.83e-16
Median -0,007
Maxium 0,278
Minimum -0,246
Std. Dev. 0,088
Skewness 0,300
Kurtosis 3,092
Jarque-Bera 2,985
Probability 0,224

Sumber : Olah data menggunakan Eviews

Berdasarkan tabel diatas, nilai probabilitas dari Jarque Bera
adalah 0,224 dimana nilai 0,224 > 0,05, maka dapat disimpulkan
bahwa data tersebut berdistribusi normal.
. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terjadi
korelasi antara variabel independen dengan persamaan regresi. Jika
korelasi menunjukkan nilai < 0,8 maka variabel-variabel bebas dari
multikolinearitas. Namun jika korelasi menunjukkan nilai > 0,8 maka

variabel tersebut terdapat multikolinearitas.
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Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinearitas

AGE |LN WEALTH| IGOV LEV SKPD FIND | OPINI

AGE 1.000 0.605 -0.439 -0.011 0.178 0.155 0.098

LN _WEALTH| 0.605 1.000 -0.646 -0.049 0.376 0.375 0.187
IGOV -0.439 -0.646 1.000 0.099 -0.363 | -0.220 0.084
LEV -0.011 -0.049 0.099 1.000 0.040 | -0.081 0.105
SKPD 0.178 0.376 -0.362 0.040 1.000 0.020 0.032
FIND 0.155 0.375 -0.220 -0.081 0.020 1.000 | -0.249
OPINI 0.098 0.187 0.084 0.105 0.032 | -0.249 1.000

Sumber: Olah data menggunakan Eviews

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa variabel umur pemerintah,
kekayaan daerah, intergovernmental revenue, leverage, skpd, temuan audit, dan
opini audit memiliki nilai yang lebih kecil dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa
tidak terjadi multikolinearitas pada data penelitian.

c. Uji Hetesrokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model
regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke
pengamatan lain. Cara untuk mengetahui data penelitian terkena
heterokedastisitas atau tidak yaitu dengan uji glejser. Dilihat dari nilai
probabilitas pada setiap variabel independen. Apabila nilai probabilitas
> 0,05 maka data yang diuji terbebas dari heteroskedastisitas, namun
jika nilai probabilitas < alpha 0,05 maka data tersebut terkena

heterokedastisitas.
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Tabel 4.10

Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variable Coefficient| Std. Error | t-Statistic Prob.
C 0,007 0,157 0,005 0,963
AGE -0,000 0,000 -0,358 0,720
LN WEALTH 0,001 0,006 0,166 0,867
IGOV 0,027 0,030 0,880 0,380
LEV -0,051 0,067 -0,514 0,608
SKPD -0,000 0,000 0,493 0,622
FIND 0,000 0,000 1,054 0,293
OPINI 0,004 0,004 0,804 0,422

Sumber : Olah data menggunakan Eviews

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai probabilitas

variabel dari umur pemerintahan, kekayaan daerah, intergovernmental

revenue, leverage, skpd, temuan audit, dan opini audit adalah 0,720,

0,867, 0,380, 0,608, 0,622, 0,293, dan 0,422 > 0,05, maka dapat

disimpulkan bahwa data terbebas dari heteroskedastisikas.

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen yang dimasukan

dalam model. Uji ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai

probabilitas dan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 0,10. Jika nilai

probabilitas < 0,05 atau 0,10 maka hipotesis tersebut diterima, namun jika

nilai probabilitas > 0,05 atau 0,10 maka hipotesis penelitian ditolak.
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Tabel 4.11

Hasil Uji T
Variable Coefficient| Std. Error | t-Statistic | Prob.
C -0,832 0,140 -5,941 0,000
AGE 0,000 0,000 2,262 0,025
LN WEALTH 0,035 0,005 6,558 0,000
IGOV 0,284 0,028 10,274 0,000
LEV 0,191 0,061 3,139 0,002
SKPD -0,000 0,000 -0,879 0,381
FIND 0,000 0,000 0,114 0,910
OPINI 0,036 0,004 9,368 0,000

Sumber : Olah data menggunakan Eviews

Berdasarkan tabel 4.6, persamaan regresi yang didapatkan

sebagai berikut :

adalah

DSCLR =-0,832 + 0,025 AGE + 0,000 LN_. WEALTH + 0,000 IGOV + 0,002

LEV -0,381 SKPD + 0,910 FIND + 0,000 OPINI . e

Keterangan :
DSCLR

AGE

LN WEALTH
IGOV

LEV

SKPD

FIND

OPINI

e

1. Uji T (T-tes?)

a. Pengujian hipotesis satu (H;)

: Tingkat Pengungkapan LKPD
: Umur Pemerintah Daerah

: Kekayaan Daerah

: Intergovernmental Revenue
: Leverage
: Diferensiasi Fungsional
: Temuan Audit
: Opini Audit

: Error term yaitu tingkat kesalahan dalam penelitian

Berdasarkan tabel 4.11, variabel umur pemerintahan memiliki

koefisien sebesar 0,000 dengan nilai probabilitas sebesar 0,025 yang
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lebih besar dari alpha 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel
umur pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat
pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi, dan dengan
demikian hipotesis satu diterima.

. Pengujian hipotesis dua (H,)

Berdasarkan tabel 4.11, variabel kekayaan daerah memiliki
koefisien sebesar 0,035 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 yang
lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel
kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat
pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi, dan dengan
demikian hipotesis dua diterima.

Pengujian hipotesis tiga (Hs)

Berdasarkan tabel 4.11, variabel intergovernmental revenue
memiliki koefisien sebesar 0,284 dengan nilai probabilitas sebesar
0,000 yang lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga dapat disimpulkan
bahwa variabel intergovernmental revenue berpengaruh positif
signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan
pemerintah provinsi, dan dengan demikian hipotesis tiga diterima.

. Pengujian hipotesis empat (Hs)

Berdasarkan tabel 4.11, variabel /everage memiliki koefisien
sebesar 0,191 dengan nilai probabilitas sebesar 0,002 yang lebih kecil
dari alpha 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel leverage

berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan
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keuangan pemerintah provinsi, dan dengan demikian hipotesis empat
diterima.
Pengujian hipotesis lima (Hs)

Berdasarkan tabel 4.11, wvariabel diferensiasi fungsional
memiliki koefisien sebesar -0,000 dengan nilai probabilitas sebesar
0,381 yang lebih besar dari alpha 0,05 sehingga dapat disimpulkan
bahwa variabel diferensiasi fungsional tidak berpengaruh terhadap
tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi, dan
dengan demikian hipotesis lima ditolak.

Pengujian hipotesis enam (Hg)

Berdasarkan tabel 4.11, variabel temuan audit memiliki
koefisien sebesar 0,000 dengan nilai probabilitas sebesar 0,910 yang
lebih besar dari alpha 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel
temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan
laporan keuangan pemerintah provinsi, dan dengan demikian hipotesis
enam ditolak.

. Pengujian hipotesis tujuh (H>)

Berdasarkan tabel 4.11, variabel opini audit memiliki koefisien
sebesar 0,036 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil
dari alpha 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel opini audit
berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah provinsi, dan dengan demikian hipotesis tujuh

diterima.
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Secara keseluruhan hasil uji hipotesis disajikan pada tabel 4.12

dibawah ini :

Tabel 4.12
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis
Kod Hipotesis Hasil
e
Umur pemerintahan berpengaruh positif terhadap |
H, . Diterima
tingkat pengungkapan laporan keuangan
Kekayaan daerah  berpengaruh positif terhadap |
H, | Diterima
tingkat pengungkapan laporan keuangan
Intergovernmental revenue berpengaruh positif |
Hs ] Diterima
terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan
Leverage berpengaruh positif terhadap tingkat
H, Diterima
pengungkapan laporan keuangan
Diferensiasi fungsional berpengaruh positif |
Hs ) Ditolak
terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan
Temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat
He Ditolak
pengungkapan laporan keuangan
Opini audit berpengaruh positif terhadap tingkat |
H,; Diterima
pengungkapan laporan keuangan
2. Uji F (F-test)
Tabel 4.13
Hasil Uji F
F-statistic 16,070
Prob(F-statistic) 0.000 Sumber :
Olah data

menggunakan Eviews
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Berdasarkan tabel di atas terdapat nilai F sebesar 16,070 dengan
nilai probabilitas sebesar 0,000 yang mana nilai probabilitas 0,000 lebih
kecil dari alpha 0,05, artinya variabel independen yaitu umur
pemerintahan,  kekayaan  daerah,  infergovernmental  revenue,
leverage,skpd, temuan audit, dan opini audit berpengaruh secara bersama-
sama terhadap variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan laporan

keuangan pemerintah provinsi.

. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Tabel 4.14
Hasil Uji Adjusted R Square

)Adjusted R-squared 0,349

Sumber
Olah data menggunakan Eviews

Nilai Adjusted R Square berdasarkan tabel 4.14 sebesar 0,349 atau
34,9%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen seperti umur
pemerintahan,  kekayaan  daerah, intergovernmental  revenue,
leverage,skpd, temuan audit, dan opini audit dapat menjelaskan variabel
dependen (tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi)
sebesar 34,9% sehingga sisanya 65,1% (100% - 30,4%) dapat dijelaskan
oleh variabel lain diluar model penelitian karena masih banyaknya factor-
faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan

pemerintah provinsi yang tidak dimasukan dalam penelitian ini.
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D. Pembahasan
1. Pengaruh Umur Pemerintah terhadap Tingkat Pengungkapan
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

Pengujian hipotesis satu menunjukkan bahwa umur pemerintahan
berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah
provinsi. Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis satu yang artinya menerima
asumsi bahwa pemerintah daerah yang memiliki umur lebih tua maka
pengalaman dan kemampuan yang dimiliki lebih baik dalam pengungkapan
laporan keuangan sesuai dengan SAP. Penelitian ini sejalan dengan penelitian
Waulandari (2015) dan Lesmana (2010).

Dengan demikian, pemerintah daerah yang memiliki umur lebih tua
maka pengalaman dan kemampuan yang dimiliki akan lebih baik dari pada
pemerintah daerah yang belum lama berdiri karena seberapa lama
pemerintahan itu berdiri berarti banyak pengalaman yang telah dialami
khususnya pada pengungkapan laporan keuangan. Pengalaman tersebut dapat
dilihat dari koreksi laporan keuangan pemerintah pada tahun sebelumnya
sehingga memiliki pencatatan administrasi yang lebih baik dari tahun ke

tahun.

2. Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
Pengujian hipotesis dua menunjukkan bahwa kekayaan daerah

berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan
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keuangan pemerintah provinsi. Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan
hipotesis dua. Selain itu, hasil penelitian sejalan dengan penelitian
Setyaningrum dan Syafitri (2012) dan Hilmi dan Martani (2012).
Kekayaan daerah merupakan penggambaran suatu kinerja dalam
pemerintahan yang ditunjukkan dengan kemakmuran daerah tersebut atau
dilihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli
Daerah didapatkan dari berbagai sumber yang diusahakan oleh pemerintah
daerah itu sendiri yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba
pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-
lain yang sah seperti jasa giro, pendapatan bunga, dan yang lain-lain.
Kekayaan daerah dapat berpengaruh positif terhadap tingkat
pengungkapan karena jika pendapatan daerah yang diperoleh pemerintah
berjumlah besar maka akan memberikan dorongan kepada pemerintah
untuk  mengungkapkan  laporan  keuangan  sebagai = wujud
pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan
salah satu sumber kekayaan daerah itu sendiri berasal dari kontribusi
masyarakat dalam membayar pajak maupun retribusi. Dengan demikian,
semakin tinggi kekayaan daerah maka semakin tinggi pula pengungkapan

laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah.

. Pengaruh Intergovernmental  Revenue terhadap Tingkat

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
Pengujian hipotesis tiga menunjukkan bahwa intergovernmental

revenue berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan
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laporan keuangan pemerintah provinsi. Hasil dari penelitian yang
dilakukan telah sesuai dengan hipotesis tiga. Selain itu, penelitian ini
sejalan dengan Suhardjanto dkk (2010) yang menyatakan bahwa
intergovernmental  revenue memiliki pengaruh  positif terhadap
pengungkapan laporan keuangan.

Pada UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Dana
Perimbangan yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sedangkan menurut
Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000, dana perimbangan
didefinisikan sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN
untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam
mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu terutama
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
Sehingga semakin besar transfer dana perimbangan dari pusat ke daerah
maka akan semakin tinggi pula laporan keuangan yang diungkapkan
karena sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan

keuangannya kepada pihak eksternal.

. Pengaruh Leverage terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan

Keuangan Pemerintah Provinsi
Pengujian hipotesis empat menunjukkan bahwa /leverage
berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan

keuangan pemerintah provinsi namun dengan syarat signifikansi alpha
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10%. Hasil penelitian yang dilakukan telah sesuai dengan hipotesis empat,
artinya menerima asumsi bahwa semakin tinggi proporsi asset yang
didanai dengan utang, maka semakin tinggi rasio leverage sehingga
pengungkapan laporan keuangan semakin tinggi pula. Sejalan dengan
penelitian Patrick (2007) dan Perez et al (2014).

Organisasi dengan pembiayaan utang yang tinggi akan diminta
untuk menerbitkan pengungkapan dan pelaporan keuangan yang sesuai
dengan standar yang berlaku karena laporan keuangan digunakan oleh
kreditor sebagai alat untuk menilai kemampuan organisasi dalam
membayar kewajiban ditempo yang telah ditentukan. Hal tersebut
menjadikan kreditor seringkali menghendaki pengungkapan yang lengkap
pada laporan keuangan. Maka dari itu, pemerintah terdorong untuk
melakukan pengungkapan laporan keuangan secara lengkap agar pihak
kreditur memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam hal
pembiayaan utang. Jadi semakin tinggi proporsi asset yang didanai dengan
utang, maka semakin tinggi rasio leverage sehingga pengungkapan

laporan keuangan semakin tinggi pula.

. Pengaruh Diferensiasi Fungsional terhadap Tingkat Pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

Pengujian hipotesis lima menunjukkan bahwa diferensiasi
fungsional tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah provinsi. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan

hipotesis lima artinya menolak asumsi bahwa semakin tinggi jumlah



62

SKPD di daerah tersebut maka akan semakin banyak pula informasi yang
harus diungkapkan. Penelitian sejalan dengan Hilmi dan Martani (2012)
yang menyatakan bahwa meskipun suatu darah memiliki jumlah SKPD
banyak namun kegiatan antar SKPD itu sendiri cenderung generik
sehingga tidak membutuhkan pengungkapan yang lebih banyak.
Setyaningrum dan Syafitri (2012) juga menyatakan bahwa pemerintah
daerah dengan jumlah SKPD yang besar memiliki birokrasi yang lebih
kompleks, sehingga tingkat pengawasan terhadap transaksi di pemerintah
daerah dapat dikatakan rendah. Hal tersebut mengakibatkan potensi
pencatatan yang tidak akurat.

Dengan demikian, pemerintah daerah yang memiliki jumlah SKPD
banyak belum tentu dapat mengungkapkan laporan keuangan secara
lengkap karena pemerintah kesulitan dalam mengontrol tingkat kepatuhan
dalam mengungkapkan laporan keuangan pada setiap SKPD. Selain itu,
jika jumlah SKPD banyak maka diperlukan koordinasi antar SKPD yang
baik pula. Namun hal ini belum dilaksanakan secara maksimal sehingga
dapat mengakibatkan rendahnya pengungkapan pada laporan keuangan.

. Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi

Pengujian hipotesis enam menunjukkan bahwa temuan audit tidak
berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah
provinsi. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis enam, artinya menolak

asumsi bahwa semakin besar jumlah temuan audit maka akan semakin
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besar pula jumlah tambahan pengungkapan yang diminta oleh BPK.
Penelitian sejalan dengan Khasanah dan Rahardjo (2014) yang
menyatakan bahwa sedikitnya pelanggaran yang dilakukan oleh
pemerintah daerah maka pengungkapan yang dilakukan lebih banyak dari
pada pemerintah daerah yang melakukan banyak pelanggaran (temuan
audit banyak). Jumlah temuan audit tidak mendorong pemerintah dalam
meningkatkan pengungkapannya. Selain itu, tidak ada hubungan langsung
antara tingkat pengungkapan dengan pelaksanaan revisi kritik saran dari
BPK karena hanya sebatas pemenuhan kewajiban.

Hendriyani dan Tahar (2015) juga menyatakan bahwa seberapa
besar jumlah temuan audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan
karena BPK akan memberikan saran untuk memperbaiki temuan audit
tersebut, dengan adanya perbaikan maka laporan keuangan akan
mendapatkan opini wajar sehingga jumlah temuan tidak berpengaruh
terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Dengan demikian, jika laporan keuangan pemerintah ditemukan
pelanggaran (temuan audit) yang banyak maka tidak akan mempengaruhi
pengungkapan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan BPK akan memberi
rekomendasi perbaikan kepada pemerintah agar memperbaiki temuan audit
tersebut dan selanjutnya dengan dilaksanakannya perbaikan maka laporan

keuangan akan mendapat opini wajar.

. Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan

Keuangan Pemerintah Provinsi



64

Pengujian hipotesis tujuh menunjukkan bahwa opini audit
berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah provinsi. Dari hasil penelitian yang dilakukan telah
sesuai dengan hipotesis tujuh. Penelitian ini sejalan dengan Naopal dkk
(2017) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif signifikan.

Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, opini merupakan
pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat
kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit
dapat berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan karena jika
laporan keuangan mendapat opini yang baik seperti opini Wajar Tanpa
Pengecualian atau Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penjelasan maka
laporan keuangan tersebut dapat dikatakan baik dan sesuai dengan aturan
yang berlaku. Sehingga pemerintah yang mendapat opini tersebut berarti
pengungkapan dalam laporan keuangannya sudah lengkap dan sesuai
dengan SAP. Dengan demikian, semakin baik opini audit dengan opini
WTP atau WTPDP maka tingkat pengungkapan laporan keuangan juga

semakin baik.
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